
!'.-

- lr{enirnbang : a. balt'na untuk mempercepat pemberian Kuasa pertapbangan,
Peurrosesan dan ?elaksanain l(ontrak Ifurya dan perjanjian dry;
Pengurahaaii Pertarrrbangan Ba fu bar-a, perlu melimpahkuo *"*"oui!
pelaksanaarn)4a kepada Direlitu r' Jenderil pertambangan umum I

b' bahwa Tata Cara Pengajuan clan Pemrosesan Pemberian Kuasa
l'ertambangan, Izin Prinsip, Kontrak l(arya, perjanjian lGrya pengusa-
-lraaa Pertambangan Ba tu-bara serragaimana ditetpan dalam Kepritusan
Mcnteri Pertaurbangan dan Energi Nomor 1409.iVZOl/tVr.pF;/1'ggO Oan
737.W201/M.PE/199i tidali sesuailagi, dan perlu ditinjau kembali.

N{eugingat : !. Undaug--uurlang_ Nomor 1 Tahun 196? (LN Tahun 1967 Nomor 1,
TLN Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan undang-
uucang Nomor 11 Tahun i970 (LN'l'ahun 1970 N;or 46, riN
I.lomor 29,13);

2. -Undang-ul.lalg Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nom or 22,'|-LN 
Nornor 2831);

3. _U_udang-undang Nomor 6 Iahun 196S (LN Tahun 1968 Nomor 33,'ILN 
Nomor 2853) sebagaimana irelah diubah dengan undang-undang

Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nom or 41, TLN Nom or 2944i;

4. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1969 (LN Thhun 1969 Nomor
60, TLN Nomor 2916) sebagainrana telah diubah dengan peraturan
Pem'eri:rtah l.louror 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130,
TLN Nonrc,r 3510);
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Ir{[] r' lltERI PER'IAIVIB.q.NGAN DAN ENERGI,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor
47, TLN Nomor 3174);

6. iiepuhrsan Presider Nomor 75 llahun 1996 Tanggal zs September
1996;

7. Keputusan Presiden Nomor lLznvr rahun 1998 tenggalzz Mei 1998;
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8. Keputusau Menteri Pertarnbangan dan Energi Nomor 680.W29M.PE|
1997 tanggal 6 Juni 1997;

9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor lgl.l(.f'1gA/^.PF:t
1998 tanggal25 Februari 1998;

M E M  U T U S K A N :

DenSan mencabut
1.. Kepuhrsan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.W2011

M.Pry199f langgal 17 Oktober 1996;

2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor l37.W20ll
M.PE/1997 tanggal26 Februari 1997.

Melimpahkan wewenang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan
dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara kepada Direktur Jenderal Pertambangan
Umurr sebagai berikut:

1. Pemberiau Kuasa PertambanlSan:
a. Pemberiau Kuasa Pertamb;rngan dan pelpanjangannfa;
b. Perubahan luas/batas wilayah Kuasa Pertambaugan;
c. Pemindahan Kuasa Pertambangan;
d. Pembataladpengakhiran X.uasa Pertambangan;
e. Penetapau Wilayah Pertam,bangan Rakyat;
f. Pemberian Kuasa Pertrintrangan Penugasan dan Perpanjangannya;
g. Pembukaan kesempatan kepada pihak svasta/koperasi untuk

mengusahakan bahan galian batubara kecuali wilayah )rang telah
ditetapkan;

h. Pembukaan kesempatan kepada pihak svastalkoperasi untuk
mengusahakan bahan galian strategis non Batubara.

2. Pemrosesan dan Peliiksanaan
a. lnn Prinsip;
b. Persetujuan penambahan

aPlikasl Kontrak ktY";

Kontrak Karya:

peserta asing atau nasional pemohon

c.

r d .\ e .

\ . f .

Persehrjuan perubahan mitra asing dan nasional;
Persetujuan perubahan sab am;
Permulaan tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi
Kelayakan, Konstruksi dan Operasi Produksi;
Perpanjaugan tahap kegiaran Penyelidikan Umum, Eksplorasi,
Studi Kelapkan dan Konstruksi;
Perubahan luas wilayah lcarena penciutan wilayah atau karena
perluasrn wilayah pada senrua tahap;
Rekomendasi perubahan y'.kta Pendirian Perusahaan;
Rekomendasi perubahan r,:ncana investasi;
Persetujuan pengalihan saham.

g.

h.
i.
j.

3. Pemrosesan dan Pelaksarraan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara:
a. lzin Prinsip;

- . *.&*a-' ;-'z'-,:,i;,.+,,.,. ..t .*t**.-- ,- - .,-*lat",:*J;#taila*;.,
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2,1. surat-surat )ang berkaitan dengan huruf a, b, c
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan
sebelum Kontrak Karla dtitandatangani oleh Pemerintah;

2.2.keputusan-keputusan yrng berkaitan dengan huruf e, f
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan

Persetujuan penambahan Peserta asing atau nasional pemohon

aplikasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Persetujuan perubahan mitla asing dan nasional;
Persetujuan perubahan sahitm;
Permulaau i"n"p kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, studi

t

b;

c.
d.
e.

KEDUA

Kelapkan, Konstruksi dan Operasi Produksi;
f. Perpinjangan tahap kegiatan Penyelidikan umum, Elsplorasi,

Sftdi Kelayakan dan Konstruksi;
g. Perubahan luas wilayah karena penciutan wilayah atau karena

perluasan wilayah pada sentua tahap;
h. Rekomendasi perubahan Akta Pendirian Perusahaan;
i. Rekomendasi perubahan roncana investasi;
j. Persetujuan pengalihan saham.

Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Pertama, dilaksanakan s,3bagai berikut :

l. Pemberian Kuasa Pertambangan:

1.1. keputusan-keputusan )ang berkaitan dengan huruf a, b, c, d dan
e ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum;

1.2. keputusan-keputusan yarng berkaitan dengan huruf f, g dan h
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atas
narla Menteri Pertambarrgan dan Energi.

2. Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya:

e -

dan d
Umum

dan g
Umum;

2.3. surat-surat yang berkaitau dengan huruf h dan i ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum;

2.4. surat png berkaitan rlengan huruf j ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Pertambangan Umum a&as nama Menteri
Pertambangan dau Energi.

3. Pemrosesan dan Pelaksanaan Perjanjian Karla Pengusahaan
Pertambangan Batuba ra :

3.1. surat-surat )ang berlr:aitan dengan huruf a, b, c dan d
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum
sebelum Perjanjian K"{f" Pengusahaan Pertambangan Batubara
ditandatangani oleh Penrerintah ;

3.2. keputusan-keputusan yang berkaitan dengan huruf e, f dan g
ditnndalangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
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3.3. surat-surat yang berkaitirn dengan huruf h dan i ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Periambangan Umum;

3.4. surat yang berkaitan d,:ngan huruf j ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Pertambangan Umum atas nama Menteri
Pertambangan dan Energi.

Direktur Jenderal Pertambangan LJmum menetapkan ketentuan
pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum wajib menyampaikan laporan
secara berkah kepada Menteri Pertambangan dan Energi mengenai
pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

Permohonan Kuasa Pertambangan, Kontrak K"ry. dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah diajukan sebelum
ditetapkan Keputusan Menteri ini, diproses sesuai dengan Keputusan
Menteri ini.

Semua pcraturan pelaksanaan tilang bertentangan dengan Keputusan
Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai br:rlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Junl 1998

Menteri Pertambangan dan Energi

Tembusan:
l. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonrrmi, Keuangan dan Industri
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengaw:rsan Pembangunan dan Pendalagunaan

Aparatur Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan lr{asional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Kehutanan dan Perkebunan
8. Menteri Negara Investasi/I(epala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambang:rn dan Energi

10. Inspektrrr Jenderal Departemen Pertambangarn dan Energi
11. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
12. Gubernur KDH. Tingkat I seluruh Indonesia
13. Kepala Iknwil di lingkungan Departemen Pe,rtambangan dan Energi

Kuntoro Mangkusubroto
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